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Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. 
(1 Timotius 6:10a) 
 
Untuk segala sesuatu ada masanya,  
untuk apapun di bawah langit ada waktunya. 
Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, 
ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam; 
ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa; 
ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi; 
ada waktu untuk untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang; 
ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara; 
ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai. 
Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. 
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Bahan bakar nuklir : bahan yang dapat menghasilkan proses transformasi inti 
berantai. 
Bahan galian nuklir : bahan dasar untuk pembuatan bahan bakar nuklir. 
Bahan nuklir : bahan yang dapat menghasilkan reaksi pembelahan 
berantai atau bahan yang dapat diubah menjadi bahan 
yang dapat menghasilkan reaksi pembelahan berantai. 
Dekomisioning : suatu kegiatan untuk menghentikan beroperasinya reaktor 
nuklir secara tetap, antara lain, dilakukan pemindahan 
bahan bakar nuklir dari teras reaktor, pembongkaran 
komponen reaktor, dekontaminasi, dan pengamanan akhir. 
Instalasi nuklir : a.  reaktor nuklir; 
b. fasilitas yang digunakan untuk pemurnian, konversi, 
pengayaan bahan nuklir, fabrikasi bahan bakar nuklir 
dan/atau pengolahan ulang bahan bakar nuklir bekas; 
dan/atau 
c. fasilitas yang digunakan untuk menyimpan bahan bakar 
nuklir dan bahan bakar nuklir bekas.  
Keamanan sumber radioaktif : tindakan yang dilakukan untuk mencegah akses tidak sah 
atau perusakan, dan kehilangan, pencurian, dan/atau 
pemindahan tidak sah sumber radioaktif.  
Kecelakaan radiasi : kejadian yang tidak direncanakan, termasuk kesalahan 
operasi, kerusakan ataupun kegagalan fungsi alat yang 
menjurus timbulnya dampak radiasi, kondisi paparan 
radiasi dan/atau kontaminasi yang melampaui batas 
keselamatan. 
Kecelakaan nuklir : setiap kejadian atau rangkaian kejadian yang 
menimbulkan kerugian nuklir. 
Kerugian nuklir : setiap kerugian yang dapat berupa kematian, cacat, cedera 
atau sakit, kerusakan harta benda, pencemaran dan 
kerusakan lingkungan hidup yang ditimbulkan oleh 
radiasi atau gabungan radiasi dengan sifat racun, sifat 
mudah meledak, atau sifat bahaya lainnya sebagai akibat 
kekritisan bahan bakar nuklir dalam instalasi nuklir atau 
selama pengangkutan, termasuk kerugian sebagai akibat 
atau tindakan untuk pemulihan lingkungan hidup. 
Keselamatan radiasi : tindakan yang dilakukan untuk melindungi pekerja, 
anggota masyarakat, dan lingkungan hidup dari bahaya 
radiasi.  
Ketenaganukliran : hal yang berkaitan dengan pemanfaatan, pengembangan, 
dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi nuklir 




Komisioning  :  kegiatan pengujian untuk membuktikan bahwa struktur, 
sistem, dan komponen instalasi nuklir terpasang yang 
dioperasikan dengan bahan nuklir memenuhi persyaratan 
dan kriteria desain.  
Limbah radioaktif :  zat radioaktif dan bahan serta peralatan yang telah terkena 
zat radioaktif atau menjadi radioaktif karena 
pengoperasian instalasi nuklir atau instalasi yang 
memanfaatkan radiasi pengion yang tidak dapat digunakan 
lagi. 
Paparan radiasi  : penyinaran radiasi yang diterima oleh manusia atau 
materi, baik disengaja atau tidak, yang berasal dari radiasi 
interna maupun eksterna.  
Pekerja radiasi : setiap orang yang bekerja di instalasi nuklir atau instalasi 
radiasi pengion yang diperkirakan menerima dosis 
tahunan melebihi dosis untuk masyarakat umum. 
Pengangkutan zat radioaktif : pemindahan zat radioaktif dari suatu tempat ke tempat 
lain melalui jaringan lalu lintas umum, dengan 
menggunakan sarana angkutan darat, air atau udara. 
Pengusaha Instalasi Nuklir : orang perseorangan atau badan hukum yang 
bertanggungjawab dalam pengoperasian instalasi nuklir. 
Pemanfaatan : kegiatan yang berkaitan dengan tenaga nuklir yang 
meliputi penelitian, pengembangan, penambangan, 
pembuatan, produksi, pengangkutan, penyimpanan, 
pengalihan, ekspor, impor, penggunaan, dekomisioning, 
dan pengelolaan limbah radioaktif untuk meningkatkan 
kesejahteraan rakyat. 
Pembangunan : kegiatan yang dimulai dari penentuan tapak sampai 
dengan penyelesaian konstruksi. 
Pengelolaan limbah radioaktif : pengumpulan, pengelompokan, pengolahan, pengangkut-
an, penyimpanan, dan/atau pembuangan limbah radioaktif. 
Penghasil limbah radioaktif :  pemegang izin pemanfaatan sumber radiasi pengion atau 
bahan nuklir dan/atau izin pembangunan, pengoperasian 
dan dekomisioning instalasi nuklir yang karena 
kegiatannya menghasilkan limbah radioaktif.  
Petugas Proteksi Radiasi : petugas yang ditunjuk oleh pemegang izin dan oleh 
BAPETEN dinyatakan mampu melaksanakan pekerjaan 
yang berhubungan dengan proteksi radiasi.  
Proteksi radiasi :  tindakan yang dilakukan untuk mengurangi pengaruh 
radiasi yang merusak akibat paparan radiasi.  
Radiasi pengion : gelombang elektromagnetik dan partikel bermuatan dan 
partikel bermuatan yang karena energi yang dimilikinya 
mampu mengionisasi media yang dilaluinya. 




Reaktor nuklir : alat atau instalasi yang dijalankan dengan bahan bakar 
nuklir yang dapat menghasilkan reaksi inti berantai yang 
terkendali dan digunakan untuk pembangkitan daya, atau 
penelitian, dan/atau produksi radioisotop. 
Sumber radiasi pengion  : zat radioaktif terbungkus dan terbuka beserta fasilitasnya, 
dan pembangkit radiasi pengion. 
Sumber radioaktif :  zat radioaktif berbentuk padat yang terbungkus secara 
permanen dalam kapsul yang terikat kuat.  
Tenaga nuklir : tenaga dalam bentuk apapun yang dibebaskan dalam 
proses transformasi inti, termasuk tenaga yang berasal dari 
sumber radiasi pengion. 
Zat radioaktif : setiap zat yang memancarkan radiasi pengion dengan 





Robert Pasaribu, 2016. Rekonstruksi Kebijakan Formulasi Hukum Pidana di Bidang 
Ketenaganukliran yang Mewujudkan Perlindungan dan Kesejahteraan Masyarakat, 
disertasi, Surakarta: Program Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sebelas 
Maret. 
Tujuan penelitian ini untuk merekonstruksi kebijakan formulasi hukum pidana di 
bidang ketenaganukliran yang mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan masyarakat. 
Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini menganalisis kebijakan formulasi hukum 
pidana di bidang ketenaganukliran saat ini (ius constitutum), yang ditetapkan di dalam 
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan ketentuan pidana di dalam berbagai 
peraturan perundang-undangan di luar KUHP. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui 
kelemahan-kelemahan di dalam kebijakan formulasi hukum pidana tersebut dalam 
mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan masyarakat.  
Penelitian ini adalah penelitian normatif dengan menggunakan data sekunder, 
dengan metode pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan perbandingan 
dan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan formulasi hukum pidana di 
bidang ketenaganukliran saat ini belum memadai dalam memberikan perlindungan dan 
kesejahteraan masyarakat. Hal ini disebabkan karena kebijakan hukum pidana yang 
ditetapkan di dalam peraturan perundang-undangan tersebut mengandung beberapa 
kelemahan pada tahap formulasi. Kelemahan-kelemahan tersebut meliputi 3 (tiga) 
permasalahan pokok hukum pidana, yaitu: lemahnya perumusan tindak pidana, lemahnya 
perumusan pertanggungjawaban pelaku tindak pidana, dan lemahnya perumusan sanksi 
pidana yang dapat diterapkan. 
Penelitian ini juga menghasilkan rekonstruksi kebijakan formulasi hukum pidana di 
bidang ketenaganukliran ke depan (ius constituendum) yang mewujudkan perlindungan 
dan kesejahteraan masyarakat serta langkah-langkah yang harus dilakukan untuk 
merekonstruksi kebijakan formulasi hukum pidana di bidang ketenaganukliran yang 
mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan tersebut diharapkan 
dapat memberikan perlindungan yang lebih memadai terhadap masyarakat dan dapat 
mewujudkan kesejahteraan masyarakat. 







Robert Pasaribu, 2016. The Reconstruction of the Criminal Law Formulation Policy in 
the Nuclear Energy Field to Create Social Defence and Welfare, dissertation, Surakarta: 
Law Doctoral Programme, Law Faculty of Sebelas Maret University. 
 
The objective of this research is to reconstruct the penal formulation policy in the 
nuclear field to create social defence and welfare. For purposes to achieve the objective, 
this research analyzed the criminal law formulation enacted in the existing nuclear 
energy-related legislation or in positif law (ius constitutum), which set forth in the 
Criminal Code (KUHP) and the criminal provisions in the various legislations excluded 
KUHP. The aim is to identify the weakness in the criminal law formulation.  
This research is normative research and have been used secondary data, with the 
research methode based on statute approach, comparative approach and policy oriented 
approach. 
The result of this research indicated that the criminal law formulation in the 
nuclear energy field, inadequate to create social defence and welfare. It is caused the 
penal provisions determined in the existing legislation contained some weakness in 
formulation. The weakness covered the 3 (three) basic elements in the area of criminal 
law, are the weakness in formulation of criminal act, the weakness in formulation of 
criminal responsibility, and the weakness in formulation of criminal sanction.  
This research also provides the reconstruction of the criminal law formulation 
policy in the nuclear energy field in the future (ius constituendum) to create social 
defence and welfare and the steps should be taken to reconstruct the criminal law 
formulation policy in the nuclear energy field to create social defence and welfare. It is 
hoped that the policy could be more adequately to protect people and to create public 
welfare. 
Keywords:  criminal, law, policy, nuclear, energy, social, defence, welfare. 
 
